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Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyel esaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan
debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan
Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb.
1905 - 217 jo. 1906 -- 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) No. 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998.
Kepailitan pada intinya adalah sitaan umum atas aset debitor yang ditandai dengan adanya suatu pemyataan
pailit terhadap debitor yang dinyatakan dengan suatu putusan pengadilan. Kepailitan mempunyai peranan
untuk menyel esaikan bermacam-macam tagihan yang digjukan oleh kreditor-kreditor kepada debitornya
yang masing-masing mempunyai karakter, nilai dan kepentingan yang berbeda-beda. Proses dalam
kepailitan dapat mengatur perbedan-perbedaan tersebut melalui mekanisme pengkolektifan penagihan
piutang sehingga masing-masing kreditor tidak secara sendiri-sendiri menyelesaikan tagihannya. Dalam

pel aksanaannya, banyak persoal an-persoalan hukum yang perlu memperoleh penegasan karena undang-
undang tidak memberikan definisi secarategas sehingga timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda di
antara praktis hukum, bahkan pengadilan atau Mahkamah Agung sendiri yang dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Di samping itu, beberapa ketentuan di dalamnya dapat menimbulkan permasalahan
berupa kemungkinan benturan-benturan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan lainnya.
Dalam proses kepailitan diatur bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan. Namun demikian, hak eksekusi kreditor dimaksud ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pemyataan pailit diucapkan. K etentuan tersebut, dalam
prakteknya kemungkinan akan menemui benturan khususnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. K etentuan dalam Undang-undang

K epailitan tersebut tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kreditor-kreditor tersebut,
termasuk kreditor pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan hak-haknya selaku kreditor pemegang
hak jaminan. Ketentuan kepailitan bahkah lebih jauh lagi telah tidak memberikan jaminan atau perlindungan
bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan haknya.
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